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AbstrakTeknologi informasi dan komunikasisaat ini berkembang cukup pesat. Internetsebagai media baru sangat menguasairuang gerak kehidupan masyarakat.Kebebasan dalam penggunaan internetdapat memberikan dampak negatifmisalnya seperti tingkat hoaks yangsemakin banyak, cyber bullying, cyber
crime, dan hate speech. Perlu adanya suatukebijakan bagi publik agar dalampenggunaan internet ini dapat memilikitanggung jawab moral dan sosial. Tulisanini membahas tentang strategi yangdilakukan oleh Dinas Komunikasi danInformatika Daerah Istimewa Yogyakarta(Diskominfo DIY) dalam pelaksanaanGerakan Literasi Digital. Metode yangdigunakan adalah deskriptif kualitatif.Diskominfo DIY sebagai bentuk salah satufungsinya yaitu pengelolaan informasi dankomunikasi publik, maka Diskominfo DIYmelakukan berbagai bentuk kerja samadengan stakeholders untuk melaksanakangerakan tersebut. Hal ini adalah suatuupaya untuk menumbuhkan budaya bijakdan bertanggung jawab dalammenggunakan internet.

Kata kunci: literasi digital, bijak,tanggung jawab moral dan sosial,Diskominfo DIY
Strategy of the Communication and

Informatics Office of the Special Region
of Yogyakarta in Implementing the

Digital Literacy Movement

Abstract
Information and communication

technology is currently developing quite
rapidly. Internet as a new media controls
the movement space of people’s lives.
Freedom in the use of the internet can have
a negative impact. For example, level of
hoax is increasing, cyber bullying, cyber
crime, and hate speech. Policy is needed for
public, so they can have a moral and social
responsibility when use the internet. This
paper discusses the strategies from Dinas
Komunikasi dan Informatika Daerah
Istimewa Yogyakarta (Diskominfo DIY) in
the implemation of the digital literacy
movement. The method used is descriptive
qualitative. As a form of one of its functions,
Diskominfo DIY should manage the
information and public communication.
Because of that functions, DIY cooperate
with stakeholders to organize the digital
literacy movement. This is an effort to
make public wiesely and responsible when
using the internet.
Keywords: digital literacy, wise, moral and
social responsibility, Diskominfo DIY

A. PENDAHULUANPerkembangan teknologiinformasi tidak hanya mampumenciptakan masyarakat dunia global,namun secara materi dapatmengembangkan ruang gerakkehidupan baru bagi masyarakat.
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Tanpa disadari, komunitas manusiatelah hidup dalam dua duniakehidupan, yakni kehidupanmasyarakat nyata dan masyarakatmaya (cybercommunity). (Setiawan, R.,2013)Teknologi informasi dankomunikasi (TIK) saat ini berkembangcukup pesat. Internet sebagai mediabaru sangat menguasai ruang gerakkehidupan masyarakat.Karakteristiknya yang interaktiftentunya berdampak pada aktivitaskomunikasi tidak lagi ada batasanjarak ruang dan waktu. Selain itu,akses untuk mencari danmendistribusikan informasi sangatdipermudah dan cepat dengan adanyainternet. Kemudahan ini jika tidakdigunakan secara bijak danbertanggung jawab tentuya akanmenjadi permasalahan tersendiri.Misalnya permasalahan yang saat iniseringkali muncul adalah maraknyahoaks, meningkatnya cyber bullyingdan hate speech. Oleh sebab itu,pemerintah berkewajiban untukmembuat suatu undang-undangsebagai upaya pencegahan danmeminimalisir dampak negatif daripenggunaan internet. Undang-undangini diperlukan untuk menjagapertahanan dan keamanan negara atausecara lebih spesifik dapat dikatakanuntuk melindungi masyarakat yangpada dasarnya merupakan penggunaaktif internet, sehingga dapatmencegah terjadinya kejahatan yangmengarah kepada teknologi informasi.Oleh sebab itu, perlu adanya suatujaminan kepastian hukum dalam

menggunakan internet dan melakukantransaksi elektronik.Di Indonesia, undang-undangtersebut tertuang dalam Undang-undang Informasi dan TransaksiElektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun2016 yang merupakan perubahan dariUU ITE sebelumnya yaitu Nomor 11Tahun 2008. Kebijakan ini adalahupaya dari pemerintah Indonesiauntuk mengontrol masyarakat agardapat bijak dan bertanggung jawabdalam menggunakan internet.Berdasar pada kebijakan ini,pemerintah, dalam hal ini adalahKementerian Komunikasi danInformatika (Kemenkominfo) perlumengkomunikasikan kepadamasyarakat melalui strategi tertentuuntuk mendorong masyarakatsemakin sadar dan dapat bersikapbijak dan bertanggung jawab.Kemudahan dalam mengakses internetperlu diimbangi oleh nilai-nilai etikauntuk cerdas dalam menggunakannya.Cerdas dalam hal ini seperti yang telahdijelaskan sebelumnya menggunakaninternet secara bijak dan bertanggungjawab. Oleh karenanya, penting bagimasyarakat yang mayoritasmenggunakan internet untuk dapatmenerima, menyaring, menyebarkaninformasi serta menggunakan internetsecara benar dan tepat guna adalahdengan menumbuhkan budaya literasidigital. Literasi digital secarasederhana dapat didefinisikan sebagaikemampuan untuk memahami danmenggunakan informasi melaluiberagam sumber digital (Lanksheardan Knobel dalam Kurnia dan Astuti,2017).
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Kemenkominfo dalam upayanyamenyongsong era 4.0 ini pun, gencarmengembangkan konsep literasidigital dengan harapan dapatmendukung masyarakat Indonesiauntuk mampu menguasai pola digital
economy, big data dan robotic system.Oleh sebab itu, Kemenkominfo melaluiprogram literasi digital yangdilaksanakan secara berkelanjutanberharap dapat membangunmasyarakat Indonesia yang melekdigital dan mampu berdaya saingmelalui teknologi digital(Kemenkominfo, 2019). Gerakan inipun tidak hanya dilakukan olehKemenkominfo saja. Pemerintahdaerah turut serta mendukunggerakan tersebut. Di Yogyakarta, DinasKomunikasi dan Informatika(Diskominfo) memiliki tanggungjawab untuk pelaksanaannya. Hal inisesuai dengan arahan dari GubernurDIY melalui Peraturan Gubernur DIYNomor 65 Tahun 2018, yang salahsatunya menjelaskan tentang fungsidari Diskominfo DIY yaitu mengenaipelayanan pengelolaan informasi dankomunikasi publik.Pencarian dengan mesin pencari
google scholar dengan rentang waktudari tahun 2010-2019 menemukan16.200 artikel ilmiah dengan katakunci strategi komunikasi publik yangdilakukan oleh pemerintah. Penelitianberkaitan dengan hal tersebutdianggap penting karena antarakebijakan publik dan pelaksanaannyaharus berimbang dan dapat memenuhiharapan dari kebijakan tersebut. Olehsebab itu, strategi pemerintah untukmengimplementasikannya dalam

bentuk program-program yangrelevan penting untuk dilaksanakan.
Pelaksanaan kebijakan publik adalah
implementasi atau penerapan suatu
kebijakan publik melalui program,
aktivitas, aksi, atau tindakan dalam
suatu mekanisme yang terikat pada
suatu sistem tertentu. (Ramdhani danRamdhani, 2017).Abdullah Ramdhani danMuhammad Ali Ramdhani (2017)dalam artikelnya berjudul Konsep
Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,mengatakan bahwa pemerintah perlumengimplementasikan melaluiprogram-program yang terrencanadan terstruktur untuk memenuhikebijakan yang ada dan bermanfaatbagi publik ataupun masyarakatsekitar. Selain itu, hasil penelitian yangtelah dilakukan oleh Chandra EkoWahyudi Utomo dan MochamadHariadi (2016) yang dituangkan dalamartikelnya berjudul Strategi
Pembangunan Smart City dan
Tantangannya bagi Masyarakat Kotamenjelaskan bahwa konsep smart citydapat dibentuk dengan adanya enamkarakteristik, yaitu smart governance,
smart economy, smart mobility, smart
environment, smart people, dan smart
living. Hal ini tentunya memerlukandukungan dari TIK yang memadai.Oleh sebab itu ketersediaan data,informasi yang cepat, keamanan,privasi, infrastruktur, pengembanganaplikasi, dan adaptasi sosial pentinguntuk dikelola secara terstruktur danterarah. Melkior N.N. Sitokdana (2015)dalam artikel berjudul Evaluasi
Implementasi eGoverment pada Situs
Web Pemerintah Kota Surabaya,
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Medan, Banjarmasin, Makassar, dan
Jayapura pun menjelaskan bahwaperlu adanya penyempuranaaninfrastruktur baik itu berkaitandengan jaringan, pengelolaaninformasi, lingkungan bisnis, dansumber daya manusia. Jikadirumuskan dan dikelola secara baikdalam bentuk rencana strategis makaimplementasi dan pengembanganyang dilakukan dapat menyeluruh dantepat sasaran.Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mendeskripsikan pengelolaaninformasi dan komunikasi yangdilakukan oleh Diskominfo DIYsebagai suatu bentuk strategikomunikasi yanng berkaitan denganGerakan Literasi Digital. Berdasarpada temuan dari hasil penelitian yangtelah dijelaskan sebelumnya dapatmemperkuat membahas topik tersebut.Hal ini bertujuan untuk dapat melihatstrategi dari Diskominfo DIY dalammenjalankan program GerakanLiterasi Digital. Selain itu, pentinguntuk melihat adanya kolaborasiantara berbagai aspek perlu dilakukanoleh Diskominfo DIY untuk dapatmelaksanakan program literasi digitalyang tepat sasaran.
B. TEORI (LiteratureReview)Untuk menganalisis temuan datayang akan dijelaskan pada babselanjutnya, penulis menggunakanbeberapa landasan dasar. Landasanpertama yang digunakan yaitu strategikomunikasi. Strategi komunikasimenurut Suryadi (dalam Junaidi, 2013)merupakan bagian dari fungsimanajemen dan proses pengambilan

keputusan berdasar pada perencanaanmatang yang meliputi identifikasimasalah, pengumpulan data,pertimbangan alternatif, danpenentuan tindakan. Strategikomunikasi berdasar pada kesesuaiandari aktivitas yang dilakukan dengantetap berfokus pada tujuan ataufundamental dari organisasi tersebut.Tujuan dari adanya strategikomunikasi yaitu proses penyampaianpesan yang terarah, jelas, dan efektifsehingga target sasaran dapatmemeroleh pemahaman atas pesanyang disampaikan tersebut. Prosespemahaman pesan oleh target sasaranberdasar pada berjalannya programyang dengan baik dilaksanakan olehsuatu organisasi. Oleh sebab itu,seperti telah dijelaskan sebelumnya,persiapan yang matang perludilakukan dengan baik oleh suatuorganisasi agar tujuan yang ingindiraih tercapai melalui prosespenyampaian pesan yang tepatsasaran.Landasan dasar kedua yangdigunakan adalah kebijakan publik.Menurut Wahab (dalam Ramdhani danRamdhani, 2017), kebijakan publikadalah suatu tindakan sadar yangmengarah kepada capaian tujuan.Capaian tujuan ini berdasar padakeputusan pemerintah sehingga padahakekatnya memiliki pola tertentu danterdiri atas tindakan yang salingberkaitan. Sifat dari kebijakan publikadalah suatu tindakan yang sengaja,sadar dan terukur. Kebijakan publikdapat dinilai secara positif dan negatif.Positif jika menjadi pedoman bagipemerintah untuk menghadapi suatu
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masalah tertentu. Akan tetapi jugadapat dikatakan negatif jika hanyamerupakan suatu keputusan pejabatpemerintah untuk tidak melakukansesuatu. Evaluasi akan keberhasilankebijakan publik dapat dikatakanefektif jika dapat memberikan dampakpositif bagi publik. Oleh sebab itukesesuaian antara program dan tujuanyang ingin dicapai oleh pemerintahdan proses penerimaan program dipublik sangat memengaruhikeberhasilan kebijakan publiktersebut. Atau dengan kata lain, dalampelaksanaan kebijakan dapat efektifmelalui rancangan program yangmemadai dan terstruktur dalamproses pelaksanaannya (Pülzl danTreib dalam Ramdhani dan Ramdhani,2017). Efektif dalam hal ini mencakupdari kesesuaian dari proses produksikebijakan publik, proses distribusi(penyampaian informasi) akankebijakan publik tersebut yangtertuang dalam pelaksanaan, dandampak dari kebijakan publik itusendiri.Berkaitan dengan program yangdijalankan oleh suatu organisasi, makapenelitian ini tidak dapat terlepas darikonsep komunikasi publik organisasi.Oleh sebab itu, landasan ketiga dalampenelitian ini adalah mengenaikomunikasi publik. Andre Hardjana(2019) dalam bukunya berjudul
Komunikasi Organisasi: Strategi
Interaksi dan Kepemimpinan,merangkum berbagai definisimengenai komunikasi publik. Akantetapi, definisi yang relevan denganpenelitian ini adalah komunikasiimpersonal yaitu melibatkan individu

perwakilan dari suatu organisasi danpenerima dari pesan tersebut adalahkhalayak banyak. Pesan dalam hal inimemiliki relevansi untuk khalayaktersebut. Proses dari komunikasipublik itu terencana, terprediksi, danformal. Tujuannya adalah untukmenyampaikan pesan danmempersuasi khalayak. Oleh sebab itu,diharapkan khalayak penerima pesandapat mencapai kesamaan makna daripesan yang disampaikan. Komunikasipublik pada dasarnya adalahkomunikasi strategis untuk menjawabtantangan dari perubahan drastislingkungan dan untukmempertahankan visi misi suatuorganisasi. Sehingga, dapat dikatakanbahwa komunikasi memegang kendalidalam upayanya untuk memberikandampak pada khalayak. Efektivitassuatu komunikasi publik ituhakikatnya berdasar pada retorikayang terdiri dari tiga jenis faktor bagipembicaranya, yaitu ethos(terpercaya), pathos (perasaan hatikhalayak), dan logos (penalaran isipesan). Pelaku dari komunikasi publiksebagai pembicara perlu memilikikredibilitas, keteladanan, kejujuran,kekuasaan, kompetensi, dan daya tarikbagi khalayak. Efektivitas ini akanberdampak pada pengelolaan suatuisu dan membentuk adanya opinipublik. Ogansisasi perlu memilikikepekaan terhadap informasi yangmuncul di lingkungan. Hal ini menjadiperingatan dini bagi organisasi untukdapat mengambil tindakan atasinformasi tersebut.Landasan keempat yangdigunakan oleh penulis adalah etika
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media. Media adalah sarana utamabagi publik dalam aktivitaskomunikasi. Media dalam konteksetika komunikasi idealnya adalahdapat menyeimbangkan aspekkebebasan berekspresi dan aspektanggung jawab. Nick Couldry (dalamWard, 2013) menjelaskan bahwa padadasarnya konsep dari internet adalahuntuk memenuhi nilai kebebasansebagai kebebasan untuk pertukaraninformasi. Kebebasan dalam hal iniadalah untuk menciptakan adanyaotonomi demokrasi. Jaminanterciptanya otonomi demokrasi itudapat tumbuh ketika hak untukberkomunikasi di ruang publik itudihormati dan diterapkan dengan baik.Akan tetapi, hambatan yang seringterjadi adalah ketika munculkepentingan kelompok yang sengajamengeksploitasi suatu informasi yangseringkali berbahaya dan anti sosial.Nick Couldry dalam tulisannyaberjudulWhy Media Ethics Still Matterspun menekankan bahwa etika mediasangat penting sebagai upaya untukpencarian kebenaran. Tulisan inimerupakan salah satu dari kumpulantulisan yang diterbitkan dalam bukuyang berjudul Global Media Ethics:
Problems and Perspectives (Ward,2013). Di dalam tulisan tersebutdijelaskan bahwa tanpa adanyapraktik yang ditujukan padakebenaran, aktivitas dan pemenuhankebutuhan informasi bagi publik tidakmungkin dilakukan. Maka etika mediasebagai suatu upaya menjaminterbentuknya suatu kebenaran perludiberlakukan untuk menjamin hakberkomunikasi terutama di ranah

publik. Oleh sebab itu, dialog dantanya jawab bersama, untukmembentuk kesepakatan fakta sehingasecara bertahap membangun normanantinya akan menjadi suatukonsensus. Haryatmoko (2007) punmenjelaskan bahwa dengan adanyaetika diharapkan dapat memecahkanpermasalahan antara kebebasanberekspresi dan tanggung jawabmedia sebagai sarana utama untukpertukaran informasi bagi publik.Selain itu, Raphael Cohen danAlmagor dalam tulisannya berjudul
Responsibility of Net Users yang jugamerupakan salah satu kumpulantulisan dari buku yang berjudul The
Handbook of Global Communication
and Media Ethics Volume I (Fortnerdan Fackler, 2011), menjelaskantentang potensi risiko penggunaaninternet. Risiko ini muncul ketikainternet digunakan untukmelemahkan kesejahteraan publiksebagai makhluk otonom yang hidupdalam masyarakat bebas. Oleh sebabitu, kemampuan publik sebagaipengguna internet untuk mewujudkanmasyarakat demokratis penting untukditumbuhkan. Kemampuan publikdalam hal ini meliputi tanggung jawabakan moral dan sosial dari penggunainternet. Sehingga publik, sebagaipengguna internet, dapat menentukanlangkah-langkah untuk mengetahuiperbedaan baik dan buruk pada saatmenerima informasi di internetsehingga dapat menentukan sikap ataspenerimaan informasi tersebut.
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C. METODEPenelitian ini menggunakanpendekatan deskriptif kualitatif.Kriyantono (2010) menjelaskanbahwa pendekatan kuallitatifbertujuan untuk menjelaskanfenomena dengan caramengungkapkan masalah sesuaidengan fakta dan keadaan yangsebenarnya di lapangan. Neuman(2014) pun menjelaskan bahwapenelitian kualitatif adalah deskripsitersirat yang dituangkan dalambentuk narasi atas sebuah tindakanspesifik yang menghubungkan idedengan data. Hal ini tentunya sesuaidengan tujuan dari penelitian iniuntuk mendeskripsikan sertamenganalisis strategi komunikasiyang dilakukan oleh Diskominfo DIYberkaitan dengan Gerakan LiterasiDigital melalui beberapa landasanyang digunakan oleh penulis.Teknik pengumpulan dataadalah dengan menggunakan kajianpustaka menggunakan sumbertulisan yang relevan dengan topikdalam penelitian ini. Selain itu,penulis juga menggunakanwawancara terhadap narasumberyaitu Kepala Diskominfo DIYmengenai strategi yang dilakukanoleh Diskominfo DIY melihat situasidan kondisi yang ada di DIY saat ini.Penulis kemudian menganalisispenelitian ini denganmendeskripsikan perbandinganantara landasan teori yang digunakanoleh penulis dengan hasil temuanpenulis pada saat pengumpulan datasehingga dapat dibentuk adanyasuatu kesesuaian atau

ketidaksesuaian dalam kesimpulandari penelitian ini.
D. HASIL DAN PEMBAHASANBerkaitan dengan kelembagaanPemerintah Daerah DIY, DiskominfoDIY sesuai dengan PerdaKeistimewaan Nomor 1 Tahun 2018merupakan perangkat daerah yangterfokus pada bidang komunikasi daninformatika. Diskominfo DIY sebagaisuatu perangkat daerah dalam bidangkomunikasi dan informatika memilikikewajiban untuk memenuhi tuntutanmasyarakat kaitannya dalampelayanan bidang kominfo. Hal inidiharapkan dapat mewujudkanpenyelenggaraan pemerintahan yangtransparan dan akuntabel yangmenyesuaikan dengan eraketerbukaan informasi. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan olehDiskominfo DIY tertuang dalamPerencanaan Strategis yangdinamakan Renstra Diskominfo DIY.Hal ini sesuai dengan aturan mengenaiPerangkat Daerah yaitu di dalam UUNomor 25 Tahun 2004 perihal SistemPerencanaan Pembangunan NasionalPasal 19 bahwa Perangkat Daerahperlu memiliki suatu ketetapanperangkat perencanaan berdasar padaperaturan yang dinamakan RencanaStrategis Perangkat Daerah (RenstraPD). Renstra Diskominfo DIY sebagaisuatu dokumen menguraikan tentangrancangan perencanaan strategis yangdilaksanakan dalam kurun waktu limatahun (2017-2022) Tujuan dariRenstra Diskominfo DIY yaitumenjamin adanya konsistensi antaraperencanaan dan pemilihan program
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serta kegiatan yang sesuai dengankebutuhan dan kondisi daerah sertasebagai pedoman perencanaan danalat kontrol terhadap pelaksanaanyang akan dilakukan. (DinasKomunikasi dan Informatika DaerahIstimewa Yogyakarta, 2019).Menurut Rony Primanto Hari,selaku Kepala Diskominfo DIY,kemajuan TIK memberikan manfaatsecara positif tetapi juga dapatmemberikan dampak buruk bagimasyarakat. Positif itu jika masyarakatmampu menggunakan internetsehingga dapat memberikan manfaatdan nilai plus bagi dirinya akan tetapijuga dapat menjadi negatif ketikamasyarakat tidak dapat mengontrolsehingga internet memengaruhi secarakrusial bagi keseharian mereka.Mayoritas masyarakat menghabiskanwaktunya dengan menggunakaninternet, hal ini mengakibatkanmasyarakat dengan mudah menerimabanyak informasi dari berbagai media.Ketika masyarakat tidak mampumemilah dan menganalisis secarabijak, maka masalah seperti hoaksyang di Indonesia semakin marakterjadi. Selain itu ketika internetdigunakan untuk kepentinganseseorang tanpa batas maka cyber
crime akan semakin sering terjadi.Oleh sebab itu, karena adanyakebebasan dan kemudahan dalammenggunakan internet, disusun danditetapkan suatu dalam UU ITE. UU inimenjadi dasar bagi masyarakat diIndonesia untuk dapat bijak dalammenggunakan internet. Berikut adalahenam pasal yang dijelaskan oleh beliauterkait hal tersebut adalah a) Pasal 45

Ayat 1 berkaitan dengan pelanggarankesusilaan; b) Pasal 45 Ayat 2berkaitan dengan perjudian; c) Pasal45 Ayat 3 berkaitan denganpenghinaan dan pencemaran namabaik; d) Pasal 45 Ayat 4 berkaitandengan pemerasan ataupunpengancaman; e) Pasal 45A Ayat 1berkaitan dengan penyebaran hoaks(berita bohong) yang berakibat padakerugian public; f) Pasal 45A Ayat 2berkaitan dengan penyebarankebencian ataupun permusuhanindividu atau kelompok berdasar padasuku, ras, agama, dan antar golongan(SARA)Oleh sebab itu, penekanan untukbijak dalam penggunaan internetkhususnya bermedia sosial ini pentinguntuk dilakukan. Bijak artinya adalahmenghormati hak orang lain untukberpendapat meskipun pendapat ituberbeda dari pendapat diri sendiri.Termasuk dalam aspek menghormatiadalah untuk dapat menjaga perasaanataupun emosi dalam mengutarakanpendapat. Selain itu, adalah perlumenjaga keamanan data pribadi. Jejakdigital itu tidak dapat dihapuskanmaka dari itu, pemerintahmenghimbau untuk tidak mengobraldata pribadi. Tata bahasa dalambermedia sosial pun penting untukdikelola masing-masing individu. Didalam hal ini adalah tidak tendensiusataupun melecehkan sehingga dapatmencegah kemungkinan munculnyaSARA.Distribusi informasi yangsemakin terbuka dan bebasmengakibatkan kecenderungan publikuntuk mengonsumsi konten dunia
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maya secara instan sehinggamemungkinkan munculnya beritabohong (hoaks) (Humas DIY, 2018).Hal ini dapat terjadi dikarenakankemajuan teknologi yang tidakdiimbangi oleh budaya kritismasyarakat Indonesia. Budaya kritisini pun didukung oleh faktor berikutyaitu sebagai ajang aktualisasi dirikarena dapat menyebarkan beritasecara cepat tanpa mengetahui danmencari tahu kebenarannya. Selain itu,hoaks terjadi karena adanyakesengajaan yang dibentuk untukkepentingan individu ataupunkelompok tertentu. Oleh sebab itu,hoaks menjadi sangat berbahayakarena dapat menumbuhkanperselisihan bahkan kebencian yangdapat merusak persatuan dankesatuan bangsa Indonesia. Hoaks pundapat berakibat pada rusaknyareputasi seseorang. Maka dariitu,perlu adanya suatu kebijakanseperti yang tertuang dalam UU ITEagar masyarakat dapat bijak bersikapmeski adanya aspek kebebasan dalampenggunaannya.Berkaitan dengan berbagaipermasalahan yang dimungkinkanmuncul karena penggunaan internetdan berlandaskan UU ITE, DiskominfoDIY memiliki rangkaian kegiatanuntuk mengupayakan agarmasyarakat di Yogyakarta dapat bijakdalam menggunakannya. Hal ini puntidak terlepas dari Gerakan LiterasiDigital. Gerakan ini penting dilakukanuntuk dapat menumbuhkan budayapositif dari masyarakat. Terutama bagiDiskominfo DIY yang memiliki visiuntuk mewujudkan Jogja Cyber

Province dan masyarakat informasimenuju peradaban baru yangmendukung keistimewaan DIY (DinasKomunikasi dan Informatika DaerahIstimewa Yogyakarta, n.d). DiskominfoDIY secara aktif terlibat dan bersinergidengan berbagai mitra ataupun
stakeholders yang memiliki visi danmisi yang sama. Keterlibatan dalamhal ini yaitu Diskominfo sebagaipemerintah daerah bekerja samadengan akademisi, media, komunitas,dan dunia usaha. Langkah-langkahyang dilakukan oleh Diskominfo untukmelaksanakan Gerakan Literasi Digitaldi Yogyakarta adalah a) melakukankoordinasi intensif baik itu denganKemenkominfo, BSSN, Polda DIY,ataupun instansi terkait lainnya; b)menyediakan fasilitas bagi komunitasdigital. Misalnya yang telah dilakukanoleh Diskominfo yaitu mendirikan co-
working space; c) mengintensifkankegiatan cyber patrol bekerja samadengan komunitas programmer; d)membentuk Bregada Cyber; e)membentuk forum Admin Plat Merah;f) mengadakan pertemuan denganadmin dari berbagai media sosial yangada di Yogyakarta; g) mengadakanforum komunikasi rutin denganMasdjoDiskominfo DIY sebagai suatubentuk upaya mengembangkanindustri kreatif digital mendirikanDiskominfo Co-working Space yangdiresmikan oleh Kepala DiskominfoDIY pada tanggal 24 Agustus 2018sebagai suatu area khusus bagiindividu ataupun komunitas tertentuuntuk dapat menyalurkan ide dangagasan (Dinas Komunikasi dan
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Informatika Daerah IstimewaYogyakarta, n.d). PembentukanBregada Cyber merupakankesepakatan dari hasil diskusi yangdijembatani oleh Diskominfo DIYdengan 25 perwakilan dari adminmedia sosial untuk meminimalisirataupun bahkan mencegah kontennegatif (Azmi, 2019). Pembentukandan pengelolaan forum Admin PlatMerah ini merupakan suatu forum dariadmin media sosial pemerintah daerahse-DIY yang rutin dilakukan sebagaisuatu ruang bagi para admin untukdapat saling bertukar informasi,koordinasi, dan menambahpengetahuan bersama (Dinas Kominfo,2019). Selain itu berbagai bentuk kerjasama yang dikelola oleh DiskominfoDIY mengarah kepada penyelenggarandan pengelolaan untuk pembuatankonten positif, seperti bimbinganteknologi penggunaan internet sehat,diseminasi konten positif, pemasanganwifi dan pendampingan digitalmarketing di 50 titik UMKM danpenyelenggaraan workshop baik itudengan komunitas kreatif, mahasiswa,ataupun penyandang disabilitas.Berdasar pada temuan data yangtelah dijelaskan pada bab sebelumnya,dapat dilihat bahwa adanyakesesuaian antara landasan analisisyang digunakan dalam penelitian inidengan penerapan yang telahdilakukan oleh Diskominfo DIY.Landasan pertama yang digunakanuntuk menganalisis penelitian iniadalah strategi komunikasi sebagaisuatu fungsi manajemen yangberdasar pada perencanaan matangyang meliputi identifikasi masalah,

pengumpulan data, atlernatifpertimbangan dan penentuantindakan sehingga dampak berdampakproses penyampaian pesan yangterarah, jelas, dan efektif.Renstra Diskominfo DIY menjadisuatu terapan strategis dariDiskominfo DIY untuk dapat menjaminadanya konsistensi antaraperencanaan dan pemilihan programserta kegiatan yang sesuai dengankebutuhan dan kondisi daerah. Selainitu, Renstra dapat menjadi suatupedoman perencanaan dan alatkontrol terhadap pelaksanaan yangakan dilakukan. Kebutuhan dankondisi pada suatu daerah menjadititik utama dari Diskominfo DIY untukmerancang suatu program dantentunya diaplikasikan melaluiaktivitas-aktivitas yang diharapkandapat memberikan kontribusi positifkepada masyarakat DIY. ProgramGerakan Literasi Digital yangdisebutkan oleh Rony Primanto Harimerupakan suatu penerapan yangdilakukan oleh Diskominfo DIYmelihat bahwa penggunaan internetdapat memberikan dampak signifikanbagi masyarakat baik itu dampakpositif ataupun dampak negatif.Penerapan dari RenstraDiskominfo DIY ini menjadi lebihterkoordinasi dengan adanya sinergidengan pihak-pihak terkait agarprogram yang telah direncanakandapat terlaksana dan lebih dapat tepatsasaran sesuai dengan tujuan yangingin diraihnya. Misalnya seperti yangtelah diuraikan sebelumnya,Diskominfo DIY bersinergi denganinstansi pemerintah lainnya, seperti
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Polda DIY, berkaitan dengan sanksibagi pelanggar UU ITE. Konsistensidari tujuan yang ingin diraih olehDiskominfo DIY yaitu penekananuntuk bijak dalam penggunaaninternet khususnya bermedia sosialpun terlihat sesuai dengan program-program yang telah disusun danditerapkan, misalnya sepertimenyediakan co-working spacesebagai sarana bagi komunitas digitaluntuk dapat menumbuhkan danmengembangkan manfaat internetpositif dan berguna bagi masyarakat diYogyakarta.Landasan kedua dalam penelitianini yaitu mengenai kebijakan publikyang merupakan suatu keputusanpemerintah sehingga pada hakekatnyamemiliki pola tertentu dan terdiri atastindakan yang saling berkaitan.Berdasar pada hasil yang ditemukandalam penelitian ini, kebijakan publikini tertuang melalui UU ITE yangmenjadi dasar bagi Diskominfo DIYuntuk melaksanakan program GerakanLiterasi Digital. Seperti yang telahdijelaskan sebelumnya, UU ITEdibentuk karena adanya berbagaipermasalahan yang muncul akibat daripenggunaan internet dan media sosialyang tidak bijak di masyarakatsehingga menumbuhkan efek negatif.Oleh sebab itu, pemerintah berkaitandengan kebijakan yang tertuang dariUU ITE tersebut membentuk GerakanLiterasi Digital dengan tujuan untukmenumbuhkan budaya bijak danbertanggung jawab ketikamenggunakan internet dan mediasosial. Tentunya kebijakan ini adalahsuatu tindakan yang memang

dilakukan dengan sengaja, sadar, danterukur. Kebijakan publik yangdilakukan oleh pemerintah yangkemudian dilaksanakan denganGerakan Literasi Digital sebagai suatuupayanya ini memiliki nilai positif. UUITE dan Gerakan Literasi Digitalmenjadi pedoman bagi pemerintahuntuk menghadapi permasalahanyaitu maraknya konten negatif danakibat yang dapat muncul dari kontentersebut. Gerakan Literasi Digital inipun dilaksanakan terstruktur denganrancangan berbagai aktivitas yangdilakukan oleh pemerintah untukmencapai tujuan yang diinginkan.Aktivitas ini dijelaskan pada bagiansebelumnya yaitu melalui berbagaikerja sama yang dilakukan olehDiskominfo DIY dengan stakeholdersyang memiliki visi dan misi yang sama.Akan tetapi, keefektifan dari GerakanLiterasi Digital ini belum dapatdibahas dari penelitian ini. Oleh sebabitu, dalam penelitian selanjutnya dapatdilakukan penelitian terkait dengankeefektifan dari program dari GerakanLiterasi Digital.Berkaca pada landasan ketiga,yaitu konsep dari komunikasiorganisasi publik. Diskominfo DIYmerupakan perwakilan dari suatuorganisasi yang melibatkanmasyarakat di Yogyakarta sebagaipubliknya untuk menyampaikan pesanmelalui Gerakan Literasi Digitalsebagai suatu upaya untukmenumbuhkan budaya literasi digital.Pesan ini seperti yang telah dijelaskansebelumnya adalah suatu respon yangmuncul karena adanya permasalahanyang dari kebebasan dalam
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penggunaan internet. Sehingga dapatdikatakan bahwa pesan yangterbentuk memiliki relevansi untukkhalayak di Yogyakarta. Prosespenyampaian pesan ini bertujuanuntuk mempersuasi khalayak untukmenumbuhkan budaya literasi digitalmelalui aktivitas yang terrencana,terstruktur, terprediksi, dan formal.Hal ini dapat dilihat dari berbagaiaktivitas yang dilakukan olehDiskominfo DIY dengan stakeholdersuntuk memproduksi konten-kontenpositif dan meminimalisir atau bahkanmencegah konten negatif yang munculdi internet. Diskominfo DIY dalammelaksanakan aktivitas tersebut telahmenjalankan salah satu fungsinyayang tertuang dalam PeraturanGubernur DIY Nomor 65 Tahun 2018,yaitu mengenai pelayanan pengelolaaninformasi dan komunikasi publik.Penerapan fungsi ini dapat dilihat dariaktivitas yang dilakukan olehDiskominfo DIY yang memilki tujuanmemberikan informasi, mengedukasi,dan mempersuasi publik (dalam halini adalah masyarakat di Yogyakarta)untuk dapat bijak dan bertanggungjawab dalam menggunakan internet.Berkaitan dengan landasankempat yaitu etika media dan etikapengguna internet. Dapat dilihatdalam hal ini, Diskominfo DIY, sebagaisuatu Perangkat Daerah yang memilikikewajiban mengelola pelayanan didalam bidang kominfo maka perlumenyampaikan dan mengelolainformasi dan komunikasi berkaitandengan pelaksanaan program GerakanLiterasi Digital. Sebagai komunikanutama, Diskominfo DIY, memiliki

strategi dalam program ini denganmenjalin kerja sama dan bersinergidengan berbagai stakeholders yangmemiliki visi misi yang sama dan jugadapat memengaruhi masyarakatYogyakarta untuk dapatmenumbuhkan budaya literasi digital.Keterbukaan dalam prosesnya sertamembuat suatu ruang publik untukdapat saling berkomunikasi,berdiskusi, sehingga menumbuhkanide baru atau kesepakatan bersamatelah dilakukan oleh Diskominfo DIY.Melalui co-working space yang bebasbiaya pun, Diskominfo DIY telahmemfasilitasi dan mendukungmasyarakat di Yogyakarta untukcerdas dalam menggunakan perangkatdigital. Sedangkan melalui workshopataupun sesi diskusi, telah berupayauntuk memberikan informasi, edukasiterkait pentingnya literasi digital danancaman ketika masyarakat,khususnya dalam hal ini di Yogyakarta,tidak cerdas dan bijaksana dalammenggunakan internet dan mediasosial. Upaya-upaya tersebut adalahsuatu penerapan strategi yangdilakukan oleh Diskominfo DIY untukmensosialisasikan program GerakanLiterasi Digital sehingga dapatmembentuk masyarakat Yogyakartayang literat. Harapan dari Diskominfoini sendiri pun akan mengarah kepadamasyarakat Yogyakarta untuk sadardan bersikap bijak dan bertanggungjawab sebagai representasi daritanggung jawab moral dan sosialnyasebagai pengguna internet.
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E. SIMPULAN DAN SARAN
1. KesimpulanDiskominfo DIY dalam fungsinyauntuk mengelola informasi dankomunikasi kepada publik, telahdijalankan sesuai dengan kondisi dansituasi yang diperlukan olehmasyarakat DIY terkait denganstrategi dalam program GerakanLiterasi Digital. Diskominfo DIYsebagai media utama pemberiinformasi kepada publik, dalam hal iniadalah masyarakat Yogyakarta, telahmemberikan ruang yang cukupterbuka karena tidak hanyamenjalankan komunikasi satu arahmelainkan melibatkan proses diskusiuntuk mencapai suatu kesamaanpemahaman dari pesan yangdisampaikan. Pesan dalam hal iniadalah pentingnya literasi digital ituditumbuhkan dan dilaksanakan.Mengacu pada kebijakan dari UU ITEyang muncul karena adanyapenyalahgunaan dalam kebebasanmenggunakan internet, makaDiskominfo DIY menjalin kerja samadengan berbagai pihak untukmemberikan informasi danmemfasilitasi masyarakat Yogyakartauntuk dapat bijak dan bertanggungjawab dalam menggunakan internet.Etika sangat penting untukditumbuhkan dalam hal ini sehinggamasyarakat Yogyakarta, sebagaipengguna internet memiliki tanggungjawab moral dan sosial saatmenggunakannya.
2. SaranPenelitian ini terfokus untukmeneliti dan menganalisis Diskominfo

DIY sebagai komunikator atau pihakyang memproduksi danmendistribusikan pesan. Oleh sebabitu, perlu dilakukan analisis lanjutanyang dilakukan terhadap DiskominfoDIY, yaitu berkaitan dengan efektivitasdari program Gerakan Literasi Digitalyang telah dilakukan oleh DiskominfoDIY. Hal ini dapat menjadi relevankarena dapat melihat manfaat yangtelah diterima dari program yang telahdirencanakan dan dilaksanakan olehDiskominfo DIY sehingga dapatmemberikan gagasan berkaitankeberlanjutan program GerakanLiterasi Digital.
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